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Abstrak
 

Perjanjian pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum privat. Perjanjian

pinjam-meminjam dapat juga menjadi perjanjian yang bersifat Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan

ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur setiap perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat

melibatkan subyek hukum Indonesia dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini

merupakan kaidah memaksa dan bukan ketertiban umum. Antara kaidah memaksa dengan ketertiban umum

memang terdapat bidang irisan, tetapi tidak selalu apa yang termasuk kaidah memaksa merupakan

bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan tersebut juga mempengaruhi keabsahan dari kontrak

internasional yang memiliki titik taut dengan wilayah atau kepentingan Indonesia.

<hr>

Loan agreement is one form of private law. Loan agreement can also be an agreement that is both Private

International Law. Under the provisions of Article 31 paragraph (1) and (2) Law of 24/2009 organize any

agreement or memorandum of understanding that created involving Indonesian law subjects with foreign

parties must be made in Indonesian. This provision is a mandatory rules and not a public order. Among the

rules to force the public order there was indeed a slice field, but it is not always what is included mandatory

rules is contrary to public order. Such provision also affects the validity of an international contract that has

a point link with the territory or the interests of Indonesia.
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